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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pembebasan bersyarat dalam sistem pemidanaan
di Indonesia serta mengkaji kedudukannya sebagai kebijakan penal bersifat progresif dalam perspektif
hukum pidana dan sistem pemasyarakatan. Metode menggunakan penelitian hukum nommatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi
kepustakaan tethadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta artikel ilmiah yang relevan,
kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis sistematis. Hasil penelitian
menunjukkan pembebasan bersyarat merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang
berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial narapidana setelah menjalani sebagian masa pidananya.
Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju
pendekatan yang lebih rehabilitatif dan humanistk. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada
penempatan  pembebasan  bersyarat sebagai  kebijakan penal progresif yang menghubungkan
perlindungan hak narapidana, prinsip persamaan di hadapan hukum, pembinaan, dan reintegrasi sosial
dalam satu kerangka yuridis. Namun, implementasi pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai
kendala regulasi, pengawasan, dan persepsi masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak
tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki peran strategis dalam
mewujudkan kebijakan hukum pidana progresif yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegyasi sosial
narapidana. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian
hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan yang
lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat;
Rehabilitasi Narapidana; Reintegrasi Sosial.

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of parole in Indonesia’s penal system and examine its
position as a progressive penal policy from the perspective of criminal law and the correctional system.
The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials
were obtained through a literature study of laws and regulations, legal literature, and relevant scientific
articles, then analyzed qualitatively through legal interpretation and systematic analysis. The results show
that parole is an important part of the corvectional system, functioning as a mecharism for the social
integration of prisoners after serving part of their sentence. This policy reflects a shiff in the sentencing
paradigm from a retributive approach toward a move rehabilitative and humanistic approach. The main
contribution of this study lies in positioning parole as aprogressive penal policy that connects theprotection
of prisoners’ rights, the principle of equality before the law, rehabilitation, and social reintegration within
one juridical framework. However, the implementation of parole still faces vavious regulatory,
supenvisory, and social perception obstacles toward prisoners who receive this vight. This study concludes
that parole has a strategic role in realizing a progressive penal policy oriented toward prisoner
rehabilitation and social veintegration.

Keywords: Correctional System; Inmate Rehabilitation; Parole; Progressive Law,
Social Reintegration.
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A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemidanaan kontemporer memperlihatkan terjadinya
pergeseran mendasar dari pendekatan yang berorientasi represif menuju model
yang lebih humanistik dan menitikberatkan pada aspek rehabilitasi. Sistem
peradilan pidana tidak lagi semata-mata menekankan pembalasan (retributive
Jjustice), melainkan juga mengedepankan upaya reintegrasi sosial bagi pelaku tindak
pidana melalui berbagai mekanisme korektif. Salah satu instrumen yang menonjol
dalam konteks tersebut adalah kebijakan pembebasan bersyarat (parole). Kebijakan
ini dipandang strategis karena memberikan kesempatan kepada narapidana untuk
menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan
pengawasan tertentu, sekaligus memfasilitasi proses adaptasi kembali ke kehidupan
bermasyarakat secara bertahap. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemidanaan
progresif yang menempatkan pembinaan serta rehabilitasi sebagai orientasi utama
dalam pelaksanaan pidana.

Pembebasan bersyarat diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan. Melalui kebijakan ini, narapidana yang telah memenuhi
persyaratan tertentu diberikan hak untuk menjalani sisa masa pidananya di luar
lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Tujuan
utama dari pembebasan bersyarat adalah untuk mendorong proses reintegrasi sosial
sekaligus mempersiapkan narapidana agar mampu kembali menjalankan peran
sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab (Sumampow .,
2024). Urgensi kebijakan pembebasan bersyarat juga dapat dilihat dari persoalan
overcrowding lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang masih menjadi
problem nasional. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Juni 2025, jumlah
penghuni Lapas dan Rutan mencapai 279.537 orang, sedangkan kapasitas tersedia
hanya 147.414 orang, sehingga terjadi kelebihan penghuni sekitar 89,64%
(Pemasyarakatan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat
tidak hanya relevan sebagai pemenuhan hak narapidana, tetapi juga sebagai
instrumen kebijakan untuk mengurangi tekanan kelembagaan pemasyarakatan
sepanjang tetap dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berbasis penilaian risiko.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di
Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait aspek
keadilan dan efektivitas kebijakan tersebut ketika diterapkan pada narapidana
dalam perkara tertentu yang memiliki dampak sosial luas. Perdebatan ini tampak
secara konkret pada peristiwa 6 September 2022, ketika 23 narapidana tindak
pidana korupsi memperoleh pembebasan bersyarat setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peristiwa tersebut
memunculkan kritik publik karena dianggap berpotensi melemahkan efek jera
dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, meskipun pemerintah menegaskan
bahwa pemberian hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku (Hakim, 2022). Selain itu, sejumlah penelitian mengindikasikan adanya
hambatan administratif, sosial, dan kelembagaan dalam pelaksanaannya. Studi yang
dilakukan oleh Pratiwi dan Subroto (2022) menunjukkan bahwa efektivitas
pembebasan bersyarat masih dipertanyakan, terutama karena keterbatasan dalam
sistem pengawasan serta belum optimalnya proses pembinaan sebelum narapidana
memperoleh hak tersebut. Sementara itu, penelitian Baitanu, Lasi, dan Sjah (2025)
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menyoroti adanya stigma sosial terhadap mantan narapidana sebagai faktor
penghambat, yang kerap menyebabkan proses reintegrasi tidak berjalan secara
optimal.

Di samping persoalan implementatif, diskursus mengenai pembebasan
bersyarat juga berkaitan erat dengan dimensi kebijakan hukum pidana. Pembebasan
bersyarat dapat dipahami sebagai manifestasi dari pendekatan pemidanaan
progresif yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Septyano
dkk. (2024) menegaskan bahwa kebijakan ini pada dasarnya bertujuan mendorong
perubahan perilaku narapidana sekaligus mengurangi potensi residivisme melalui
proses pembinaan yang berkesinambungan. Di sisi lain, Fajrianto (2023)
mengungkapkan bahwa dinamika pengaturan pembebasan bersyarat di Indonesia
juga tidak terlepas dari perkembangan kebijakan hukum, termasuk dalam upaya
memberikan perlakuan yang setara bagi narapidana dari berbagai jenis tindak
pidana sesuai dengan perkembangan regulasi terkini.

Walaupun telah banyak kajian yang membahas pembebasan bersyarat dari
berbagai sudut pandang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek
implementasi di lembaga pemasyarakatan atau analisis administratif terkait
mekanisme pemberian hak tersebut. Kajian yang secara eksplisit menempatkan
pembebasan bersyarat sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana progresif dalam
kerangka analisis yuridis masih relatif terbatas. Dengan demikian, belum banyak
penelitian yang secara komprehensif mengkaji pembebasan bersyarat sebagai
bagian dari evolusi paradigma pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.
Kekosongan ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai
posisi pembebasan bersyarat dalam kerangka kebijakan hukum pidana progresif
serta implikasi yuridisnya terhadap sistem pemidanaan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
secara yuridis kebijakan pembebasan bersyarat sebagai bentuk kebijakan hukum
pidana yang berkarakter progresif dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian
diarahkan pada analisis terhadap dasar normatif, rasionalitas kebijakan, serta
implikasi hukum dari penerapannya dalam sistem pemasyarakatan. Secara teoretis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kajian hukum pidana, khususnya terkait konsep pemidanaan progresif dalam sistem
pemasyarakatan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum
dalam merumuskan kebijakan pembebasan bersyarat yang lebih efektif,
berkeadilan, dan selaras dengan tujuan sistem pemidanaan modern di Indonesia.

B. METODE

Penelitian in1 menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal
research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku
serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kebijakan pembebasan
bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian hukum normatif
dipilih karena karakter utama penelitian hukum adalah menelaah hukum sebagai
norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, maupun doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik
(Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu
pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan
hukum yang mengatur pembebasan bersyarat, dan pendekatan konseptual
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(conceptual approach) untuk menganalisis konsep pemidanaan progresif
berdasarkan teori, asas, dan doktrin hukum pidana sebagai landasan dalam
menafsirkan norma-norma hukum yang mengatur pembebasan bersyarat. Kedua
pendekatan tersebut digunakan karena penelitian hukum normatif pada dasarnya
menelaah dan menginterpretasikan norma hukum secara sistematis melalui
berbagai sumber hukum yang relevan (Ibrahim, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (/ibrary research) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang
berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum
primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem
pemasyarakatan dan  pembebasan  bersyarat, seperti Undang-Undang
Pemasyarakatan serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder berupa
literatur ilmiah seperti buku teks hukum pidana, buku metodologi penelitian
hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan
topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan
penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep hukum tertentu, seperti kamus
hukum dan ensiklopedia hukum. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan
secara sistematis melalui penelusuran database jurnal ilmiah, katalog perpustakaan
digital, serta sumber literatur akademik lainnya untuk memastikan bahwa bahan
hukum yang digunakan memiliki kredibilitas ilmiah yang baik (Adi, 2023).

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan
metode analisis kualitatif dengan teknik penalaran hukum (legal reasoning).
Analisis dilakukan melalui proses interpretasi terhadap peraturan perundang-
undangan, sinkronisasi antar norma hukum, serta penafsiran terhadap konsep
hukum yang berkaitan dengan kebijakan pembebasan bersyarat. Proses analisis
dilakukan secara sistematis melalui tahapan klasifikasi bahan hukum, interpretasi
norma, serta penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu
menarik kesimpulan dari prinsip atau aturan hukum yang bersifat umum menuju
pada permasalahan hukum yang bersifat khusus (Koeswidi dkk., 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan

Indonesia.

Penjara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen pembalasan
terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana rehabilitasi yang
memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali berperan
sebagai anggota masyarakat yang produktif. (2009)Pembebasan bersyarat hadir
sebagai salah satu instrumen krusial dalam sistem pemasyarakatan, yang
memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga
pemasyarakatan dengan pengawasan tertentu. Kebijakan ini sekaligus
mencerminkan orientasi pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, serta
berfungsi sebagai jembatan transisi antara kehidupan di dalam lembaga
pemasyarakatan dan kehidupan sosial di masyarakat (Sumampow dkk., 2025).

Konsep pembebasan bersyarat telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia
sejak masa kolonial melalui pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, sistem hukum
pidana Indonesia telah mengakomodasi mekanisme pengurangan masa pidana
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melalui pendekatan pembinaan. Pemberian pembebasan bersyarat mensyaratkan
adanya perilaku baik selama menjalani masa pidana serta terpenuhinya persyaratan
administratif yang ditetapkan oleh otoritas pemasyarakatan (Ramadhan, 2022).
Perkembangan lebih lanjut terlihat melalui pengenalan sistem pemasyarakatan
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang
kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan. Regulasi ini menegaskan bahwa pembebasan bersyarat
merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diberikan dalam
rangka mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial (Hardiansyah &
Subroto, 2022).

Selain itu, pengaturan pembebasan bersyarat juga dijabarkan lebih lanjut
dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 serta sejumlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
mengatur persyaratan dan tata cara pemberian hak bagi warga binaan
pemasyarakatan. Regulasi tersebut mengelompokkan persyaratan pembebasan
bersyarat ke dalam dua kategori utama, yakni persyaratan substantif dan
administratif. Persyaratan substantif mencakup aspek perilaku narapidana selama
menjalani masa pidana serta pemenuhan batas minimum masa pidana yang telah
dijalani, sedangkan persyaratan administratif berkaitan dengan kelengkapan
dokumen hukum dan adanya jaminan dari pihak keluarga atau masyarakat.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat tidak bersifat
otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang melibatkan berbagai unsur dalam
sistem pemasyarakatan (Pratiwi & Subroto, 2022).

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga
membawa implikasi signifikan terhadap kebijakan pembebasan bersyarat, terutama
terkait dengan prinsip kesetaraan hak bagi narapidana. Sebelumnya, terdapat
pembatasan yang lebih ketat bagi narapidana tertentu, seperti pelaku tindak pidana
korupsi, terorisme, dan narkotika. Namun demikian, Dinamika ini mencerminkan
upaya sistem hukum pidana Indonesia dalam menyeimbangkan antara tujuan
pemidanaan, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat (Fajrianto,
2023).

Pengaturan pembebasan bersyarat menunjukkan adanya pergeseran orientasi
pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih progresif dan
rehabilitatif. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada asumsi bahwa narapidana
merupakan individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui proses
pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, ketika narapidana mampu menunjukkan
perubahan perilaku yang positif, negara memberikan kesempatan untuk kembali ke
masyarakat dengan pengawasan tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip
pemasyarakatan yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan, bukan
sekadar bentuk penghukuman (Prismawan & Subroto, 2022).

Meskipun secara normatif kerangka pengaturan pembebasan bersyarat telah
tersusun secara komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala
yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan
implementasinya. Salah satu isu yang kerap muncul adalah perdebatan publik
mengenai rasa keadilan dalam pemberian pembebasan bersyarat, terutama bagi
pelaku tindak pidana yang berdampak luas secara sosial. Selain itu, hambatan
administratif dan kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri, seperti
keterbatasan sumber daya dalam pengawasan serta kurang optimalnya koordinasi
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antar lembaga dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
efektivitas kebijakan pembebasan bersyarat tidak hanya bergantung pada kejelasan
regulasi, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Syamsuddin
& Igbal, 2025).

2. Pembebasan Bersyarat sebagai Kebijakan Hukum Pidana Progresif
dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan
Paradigma pemidanaan mengalami transformasi yang cukup mendasar dari

orientasi yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan

berorientasi pada rehabilitasi. Perubahan ini tidak lagi menempatkan pidana
semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan
juga sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku pelaku serta mempersiapkan
proses reintegrasinya ke dalam kehidupan sosial. Pembebasan bersyarat dapat
dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang mencerminkan
karakter progresif dalam sistem hukum pidana. Melalui mekanisme ini, narapidana
diberikan kesempatan untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga
pemasyarakatan dengan pengawasan tertentu setelah memenuhi persyaratan yang

ditetapkan oleh hukum (Sumampow dkk., 2025).

Pembebasan bersyarat dapat ditempatkan dalam kerangka pendekatan
rehabilitatif dan utilitarian yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan
adalah perbaikan perilaku pelaku serta pencegahan tindak pidana di masa
mendatang. Pelaku kejahatan tidak cukup hanya dikenai sanksi, tetapi juga perlu
diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program pembinaan yang
sistematis. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat pada umumnya
telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif selama menjalani masa pidana,
sehingga negara memberikan peluang untuk kembali ke masyarakat dengan
pengawasan sebagai bagian dari proses adaptasi sosial yang bertahap (Pratiwi &
Subroto, 2022).

Dimensi progresif dari pembebasan bersyarat juga tercermin dalam
keterkaitannya dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pelaksanaan pidana
penjara di Indonesia. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan berangkat dari asumsi
bahwa narapidana tetap memiliki martabat sebagai manusia serta potensi untuk
mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pembebasan bersyarat menjadi salah
satu instrumen reintegrasi sosial yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana
kembali ke masyarakat secara bertahap melalui mekanisme pembimbingan oleh
Balai Pemasyarakatan. Program tersebut memiliki peran penting mengingat proses
reintegrasi tidak dapat berlangsung secara instan, melainkan memerlukan tahapan
adaptasi yang terstruktur dan berkesinambungan (Zulkarnain & Putri, 2023).

Selain itu, pembebasan bersyarat juga mencerminkan pendekatan progresif
dalam pengelolaan sistem pemidanaan yang berorientasi pada efektivitas dan
kemanfaatan hukum. Hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen represif,
tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk
rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat. Pemberian kesempatan kepada
narapidana untuk kembali ke lingkungan sosial secara bertahap diharapkan dapat
menekan angka residivisme sekaligus memperkuat proses integrasi sosial mantan
narapidana (Ananda & Irdini, 2025). Oleh karena itu, pembebasan bersyarat
menjadi bagian dari strategi kebijakan kriminal yang berupaya menyeimbangkan
antara kepentingan penegakan hukum dan upaya pemulihan sosial.
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Di sisi lain, pembebasan bersyarat juga memiliki dimensi strategis dalam
konteks reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu permasalahan
utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan adalah kondisi overcrowding atau
kelebihan kapasitas penghuni. Situasi ini berdampak tidak hanya pada efektivitas
program pembinaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan
keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat dapat
berfungsi sebagai instrumen kebijakan kriminal untuk mengelola jumlah penghuni
secara lebih proporsional, tanpa mengabaikan prinsip pembinaan dan pengawasan
terhadap narapidana yang menjalani sisa pidana di luar lembaga pemasyarakatan
(Heryanto & Zaenudin, 2023).

Meskipun demikian, konsep pembebasan bersyarat sebagai kebijakan hukum
pidana progresif tidak luput dari kritik dan perdebatan. Salah satu isu utama
berkaitan dengan persepsi publik mengenai keadilan, terutama ketika pembebasan
bersyarat diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana yang
dianggap serius atau berdampak luas. Kebijakan ini dipersepsikan sebagai bentuk
keringanan hukuman yang tidak sepenuhnya sejalan dengan rasa keadilan
masyarakat. Hal tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara tujuan
rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan dan tuntutan retributif dalam
pemidanaan. Di satu sisi, sistem pemasyarakatan menekankan pentingnya
pembinaan dan reintegrasi sosial, sementara di sisi lain masyarakat mengharapkan
adanya efek jera yang tegas terhadap pelaku tindak pidana (Fajrianto, 2023).

Pada akhirnya, efektivitas pembebasan bersyarat sebagai kebijakan hukum
pidana yang progresif sangat ditentukan oleh kualitas mekanisme pengawasan dan
pembimbingan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Tanpa sistem
pengawasan yang memadai, kebijakan ini berpotensi kehilangan fungsi
rehabilitatifnya dan justru meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum
kembali (Syahputra, 2022). Oleh karena itu, mekanisme pembimbingan yang
efektif harus mencakup tidak hanya pengawasan terhadap kepatuhan narapidana
terhadap syarat-syarat yang ditetapkan, tetapi juga pemberian dukungan sosial dan
psikologis yang diperlukan untuk membantu proses adaptasi mereka dalam
kehidupan bermasyarakat.

3. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pembebasan Bersyarat
sebagai Instrumen Pemidanaan Berorientasi pada Rehabilitasi dan
Reintegrasi Sosial
Pembebasan bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat

direduksi sekadar sebagai mekanisme administratif untuk mengurangi masa pidana,

melainkan harus dipahami dalam kerangka yang lebih komprehensif sebagai
instrumen kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan dan
reintegrasi sosial. Eksistensinya memiliki landasan yang kuat dari sisi filosofis,
yuridis, dan sosiologis, yang secara simultan membentuk legitimasi kebijakan

tersebut dalam sistem pemasyarakatan (Fitrah Mulya Al Faris dkk., 2023).

Dari perspektif filosofis, pembebasan bersyarat berakar pada nilai-nilai
humanisme dalam hukum pidana modern yang menempatkan manusia sebagai
subjek utama yang martabatnya harus tetap dihormati, termasuk ketika menjalani
pidana. Paradigma ini berkembang sebagai respons terhadap kelemahan sistem
pemidanaan klasik yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan (retributive
Jjustice). Seiring dengan perkembangan tersebut, orientasi pemidanaan bergeser ke
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arah pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang memandang pidana sebagai sarana
pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Filosofi pemasyarakatan berlandaskan
pada pandangan bahwa narapidana tetap merupakan bagian dari masyarakat yang
memiliki potensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang terencana
(Kusmanto & Tisnanta, 2025).

Dalam kerangka tersebut, pembebasan bersyarat merupakan manifestasi
konkret dari filosofi pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai inti
dari pelaksanaan pidana penjara. Melalui mekanisme ini, negara memberikan
kesempatan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif
untuk kembali ke masyarakat secara bertahap dengan pengawasan tertentu.
Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk
menjatuhkan penderitaan, tetapi juga untuk mendorong transformasi perilaku yang
konstruktif agar pelaku dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara
produktif (Jamaludin & Priyambodo, 2025).

Selain landasan filosofis, pembebasan bersyarat juga memiliki dasar yuridis
yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. Hak narapidana untuk memperoleh
pembebasan bersyarat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur sistem pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa
pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan
yang diberikan setelah terpenuhinya persyaratan substantif dan administratif. Hal
ini mencerminkan komitmen negara untuk menempatkan sistem pemasyarakatan
sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada
pembinaan dan reintegrasi sosial (Hardiansyah & Subroto, 2022).

Dinamika pengaturannya juga menunjukkan adanya upaya penguatan prinsip
kesetaraan di hadapan hukum. Berbagai perubahan regulasi, termasuk dalam
kerangka reformasi sistem pemasyarakatan, menegaskan bahwa pada dasarnya
setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembebasan
bersyarat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini
mencerminkan prinsip equality before the law dalam sistem hukum pidana,
sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan bersyarat merupakan bagian
dari reformasi hukum yang berorientasi pada penguatan sistem pemasyarakatan
berbasis hak asasi manusia (Fajrianto, 2023).

Dari sisi sosiologis, pembebasan bersyarat juga memiliki relevansi yang
signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini berkaitan dengan kebutuhan
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan proses
reintegrasi sosial narapidana. Reintegrasi sosial merupakan tahap krusial dalam
sistem pemasyarakatan, karena keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan
oleh proses yang berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh
kemampuan narapidana untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial
setelah menjalani pidana (Zulkarnain & Putri, 2023).

Lebih lanjut, pembebasan bersyarat memiliki fungsi strategis dalam
mengurangi dampak negatif dari sistem pemidanaan yang terlalu berorientasi pada
pemenjaraan. Permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan serta
keterbatasan program pembinaan yang efektif dapat menghambat proses
rehabilitasi, bahkan berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Pembebasan
bersyarat dapat dipandang sebagai bagian dari strategi kebijakan kriminal untuk
mengoptimalkan fungsi pemasyarakatan sekaligus memperkuat proses reintegrasi
sosial narapidana (Zulkarnain & Putri, 2023).
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Namun demikian, efektivitas pembebasan bersyarat sebagai instrumen
rehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan
sosial yang lebih luas. Salah satu tantangan utama adalah kuatnya stigma sosial
terhadap mantan narapidana, yang kerap menjadi hambatan dalam proses
reintegrasi mereka. Stigma tersebut dapat membatasi akses terhadap pekerjaan,
menghambat pembentukan relasi sosial yang positif, serta menyulitkan upaya untuk
menjalani kehidupan yang stabil pasca-pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa
keberhasilan kebijakan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan oleh aspek
regulasi, tetapi juga oleh dukungan sosial masyarakat serta efektivitas program
pembimbingan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.

4. Implementasi Pembebasan Bersyarat dalam Praktik Pemasyarakatan
dan Kendala Yuridis yang Dihadapi

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam praktik pemasyarakatan di
Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
mekanisme pembinaan narapidana yang diarahkan untuk mempersiapkan proses
reintegrasi sosial secara bertahap. Kebijakan ini diberikan kepada narapidana yang
telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, serta menunjukkan
perubahan perilaku yang positif selama menjalani masa pidana. Pemberian
pembebasan bersyarat tidak berlangsung secara otomatis, melainkan melalui
serangkaian tahapan evaluatif yang melibatkan berbagai institusi dalam sistem
pemasyarakatan, seperti Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), lembaga
pemasyarakatan, serta Balai Pemasyarakatan yang memiliki peran dalam
pembimbingan dan pengawasan setelah narapidana memperoleh hak tersebut
(Adytia dkk., 2024).

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat diawali dengan penilaian terhadap
perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Narapidana yang dinilai
memenuhi kriteria kemudian diusulkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan
melalui mekanisme sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan kepada otoritas yang
berwenang. Keputusan terkait pemberian pembebasan bersyarat selanjutnya
ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang mempertimbangkan berbagai aspek,
seperti tingkat risiko, keberhasilan program pembinaan, serta kesiapan narapidana
untuk kembali ke kehidupan sosial. Penelitian Syamsuddin, Igbal, dan Arfan (2025)
menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas
komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antar lembaga
dalam sistem pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat juga mencerminkan penerapan konsep community-
based correction, yakni pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian
integral dalam proses pembinaan narapidana. Melalui pendekatan ini, narapidana
tidak lagi menjalani sisa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan di
lingkungan masyarakat dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Hal ini
menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi
pemenjaraan menuju pembinaan berbasis komunitas yang memungkinkan proses
interaksi sosial berlangsung secara bertahap .

Namun demikian, meskipun kerangka normatifnya telah diatur secara jelas,
implementasi pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai kendala. Salah
satu tantangan utama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dalam sistem

Copyright © 2026, Journal Justiciabelen (JJ)
Postgraduate Master of Law Study Program at Suryakancana University
Pembebasan Bersyarat Sebagai Kebijakan Penal Bersifat Progresif di Indonesia




Anggit Febianto | 68
Vol. 06 No. 01, January 2026

pemasyarakatan, baik dari segi jumlah petugas maupun kapasitas lembaga
pembimbingan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengawasan
terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, sehingga proses
pembimbingan tidak dapat dilakukan secara intensif. Akibatnya, tujuan rehabilitasi
dan reintegrasi sosial yang menjadi dasar kebijakan ini tidak selalu tercapai secara
maksimal (Ribka Elisabeth Baitanu dkk., 2025).

Selain faktor kelembagaan, dinamika regulasi juga menjadi tantangan
tersendiri dalam implementasi pembebasan bersyarat. Perubahan maupun
perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum, khususnya terkait syarat
pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana tertentu seperti
korupsi, narkotika, dan terorisme, seringkali menimbulkan perdebatan. Kondisi ini
mencerminkan adanya tarik-menarik antara prinsip keadilan retributif dan
pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan. Ketidakseragaman
interpretasi di tingkat pelaksana kebijakan pada akhirnya dapat memunculkan
ketidakpastian hukum dalam praktik (Fajrianto, 2023).

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah aspek koordinasi antar lembaga
penegak hukum. Prosedur administratif yang melibatkan berbagai institusi kerap
menjadikan proses pemberian pembebasan bersyarat relatif kompleks dan
memakan waktu. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pengajuan
maupun penetapan keputusan, bahkan bagi narapidana yang telah memenuhi
seluruh persyaratan. Selain itu, perbedaan pemahaman antar lembaga terkait
implementasi kebijakan juga dapat memengaruhi konsistensi penerapannya di
lapangan.

Di samping persoalan yuridis dan administratif, tantangan sosial juga menjadi
faktor yang signifikan. Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana yang
memperoleh pembebasan bersyarat masih cukup kuat dan seringkali menjadi
hambatan dalam proses reintegrasi. Dampaknya, mantan narapidana kerap
mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, membangun relasi sosial yang
sehat, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini
menunjukkan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan
oleh regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial terhadap individu yang
kembali dari sistem pemasyarakatan (Ribka Elisabeth Baitanu dkk., 2025).

Berbagai permasalahan tersebut menegaskan bahwa implementasi
pembebasan bersyarat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek normatif,
melainkan juga dengan efektivitas keseluruhan sistem pemasyarakatan. Oleh
karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk memperkuat kapasitas
kelembagaan, meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta
menyempurnakan mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang menjalani
pembebasan bersyarat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam mendukung
proses reintegrasi sosial juga menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat
berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemidanaan yang progresif dan
berorientasi pada rehabilitasi.

5. Implikasi Pembebasan Bersyarat terhadap Perlindungan Hak
Narapidana dan Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Progresif
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu instrumen krusial dalam sistem

pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki implikasi signifikan terhadap

perlindungan hak narapidana sekaligus efektivitas kebijakan hukum pidana yang
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berorientasi progresif. Dalam paradigma ini, narapidana tidak lagi diposisikan
semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang
tetap memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.
Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip dasar sistem pemasyarakatan yang
menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan
utama pemidanaan. Oleh karena itu, pembebasan bersyarat berperan sebagai
mekanisme transisional yang menjembatani proses kembalinya narapidana dari
lingkungan lembaga pemasyarakatan ke kehidupan sosial secara bertahap dan
terkontrol (Diva Okta Nurkhalifa dkk., 2025).

Pembebasan bersyarat mencerminkan pengakuan negara terhadap hak
narapidana untuk memperoleh kesempatan reintegrasi sosial. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana
memiliki hak untuk mengikuti program integrasi sosial, termasuk melalui
pembebasan bersyarat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa narapidana dipandang sebagai individu yang
memiliki potensi untuk berubah dan kembali berkontribusi sebagai anggota
masyarakat yang produktif (Myharto dkk., 2024).

Lebih jauh, pembebasan bersyarat memiliki relevansi yang erat dengan
efektivitas kebijakan hukum pidana progresif di Indonesia. Dalam kerangka ini,
pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya
perubahan perilaku serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Pembebasan
bersyarat berfungsi sebagai sarana evaluatif untuk menilai keberhasilan program
pembinaan yang telah dijalani oleh narapidana selama berada di lembaga
pemasyarakatan. Melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh
pembimbing kemasyarakatan dan institusi terkait, narapidana yang memperoleh
pembebasan bersyarat tetap berada dalam kontrol sistem peradilan pidana, sehingga
proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan
(Mubarok & Yulianti, 2023).

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kontribusi penting dalam mengatasi
permasalahan kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan.
Kondisi tersebut merupakan salah satu persoalan struktural yang berdampak pada
efektivitas pembinaan narapidana. Pembebasan bersyarat tidak hanya membantu
mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan ruang bagi
narapidana untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan sosial secara lebih
realistis (Nurdiansyah dkk., 2025).

Namun demikian, implementasi pembebasan bersyarat juga memunculkan
sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan persepsi publik dan efektivitas
sistem pengawasan. Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam
kasus tertentu, khususnya yang dikategorikan sebagai extraordinary crime, kerap
menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi mengurangi efek jera dari
pemidanaan. Meskipun demikian, secara yuridis pembebasan bersyarat tetap
merupakan hak narapidana sepanjang memenuhi persyaratan substantif dan
administratif yang berlaku. Oleh sebab itu, negara perlu memastikan bahwa proses
pemberiannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada penilaian
objektif terhadap perilaku serta tingkat risiko narapidana (Fadhilah dkk., 2025).

Di sisi lain, keberhasilan pembebasan bersyarat sebagai kebijakan hukum
pidana progresif sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengawasan dan pembinaan
di luar lembaga pemasyarakatan. Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi
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sangat strategis dalam memantau kepatuhan narapidana terhadap ketentuan yang
berlaku sekaligus mendukung proses adaptasi sosial mereka. Tanpa dukungan
mekanisme pengawasan yang efektif, tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang
menjadi dasar kebijakan ini berpotensi tidak tercapai secara optimal.

D. PENUTUP

Pembebasan bersyarat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pemidanaan dalam kerangka pemasyarakatan di Indonesia yang pengaturannya
secara normatif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta berbagai peraturan
pelaksana lainnya. Keberadaan pengaturan tersebut menegaskan bahwa
pembebasan bersyarat tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif
dalam pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung
tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi, pembinaan, dan
reintegrasi sosial narapidana. Pembebasan bersyarat dapat dipahami sebagai
kebijakan hukum pidana yang bersifat progresif karena menempatkan narapidana
sebagai subjek yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke
masyarakat. Kebijakan ini berlandaskan pada aspek filosofis berupa penghormatan
terhadap hak asasi manusia, landasan yuridis yang tercermin dalam sistem
pemasyarakatan nasional, serta landasan sosiologis yang menekankan pentingnya
proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Meskipun demikian, dalam
praktiknya implementasi pembebasan bersyarat masih dihadapkan pada berbagai
kendala, baik yang bersifat yuridis maupun administratif, seperti kompleksitas
persyaratan, keterbatasan mekanisme pengawasan di masyarakat, serta adanya
persepsi publik yang cenderung negatif terhadap pemberian hak tersebut.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki
kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hak narapidana
sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan hukum pidana yang berorientasi
progresif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi yang
lebih konsisten, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam sistem pemasyarakatan,
serta optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan dalam fungsi pengawasan
agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel. Di
sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan
yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan
literatur hukum, sehingga belum mampu menggali secara mendalam data empiris
terkait implementasi pembebasan bersyarat di berbagai lembaga pemasyarakatan.
Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan
empiris atau socio legal guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam praktik, termasuk
pengaruhnya terhadap tingkat residivisme dan keberhasilan reintegrasi sosial
mantan narapidana.
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